KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 56¢ /Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang:

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 220 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Pasal 50 ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun
2013, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 disebutkan
bahwa Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan,
apabila calon terpilih: a. meninggal dunia; b.
mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat untuk
menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota; d. terbukti melakukan tindak pidana
Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan
perolehan kursi dan calon terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Pemillhan Umum 2014 melalui
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan sebelum pelaksanaan
proses pelantikan Anggota Dewan Perwakian Rakyat
pada tanggal 1 Oktober 2014, terjadi hal yang
mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum melakukan
penggantian calon terpilih, sesuai dengan ketentuan

sebagaimana disebutkan pada huruf a;



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 565 /Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang:

a.

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 220 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Pasal 50 ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun
2013, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 disebutkan
bahwa Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan,
apabila calon terpilih: a. meninggal dunia; b.
mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat untuk
menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota; d. terbukti melakukan tindak pidana
Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan
perolehan kursi dan calon terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum 2014 melalui
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan sebelum pelaksanaan
proses pelantikan Anggota Dewan Perwakian Rakyat
pada tanggal 1 Oktober 2014, terjadi hal yang
mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum melakukan
penggantian calon terpilih, sesuai dengan ketentuan

sebagaimana disebutkan pada huruf a;



Mengingat:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 8 Tahun
2014, KPU menetapkan pengganti bagi calon terpilih
yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2014, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/TAHUN
2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dalam Pemilihan Umum 2014,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;



10.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun
2012 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadual
Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1287);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan
dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 3095);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun
2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 405);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun
2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1606);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun
2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1607);



il

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun
2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan
Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik
Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2014 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1608);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun
2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum,
Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon
Terpilth  Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2014 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/Kpts/
KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan
dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
664 /Kpts/KPU/ TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 381 /Kpts/KPU/TAHUN 2014;

Keputusan Komisi  Pemilihan Umum  Nomor
411/Kpts/KPU/ Tahun 2014 Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2014;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
412/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 tentang Penetapan
Ambang Batas Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014,



Memperhatikan: 1. Surat DPP PDI Perjuangan Nomor

Menetapkan:

PERTAMA:

_Ul

2362/EX/DPP/1X/2014 tanggal 17 September 2014

perihal Pergantian Anggota DPR Terpilih Tahun 2014 a.n
Tono Bahtiar;

Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 203 PK/PID.SUS/2013 tanggal 22
Januari 2014 atas Nama Terdakwa: Marten Apuy Anak
Dari Apuy Bilung;

Surat Kejaksaan Negeri Tenggarong Kalimantan Timur
berupa Surat Panggilan Terpidana Nomor: B-
80/Fu.1/08/2014 tanggal 20 Agustus 2014 kepada Ir.
Marten Apuy dengan keperluan Untuk melaksanakan
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549
K/Pid.Sus/2012 Tanggal 25 September 2012,

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor
2363/EX/DPP/1X/2014 tanggal 17 September 2014
perihal Penundaan Pelantikan Anggota DPR Terpilih
Tahun 2014 a.n Honing Sanny, Rahmad Handoyo, SPI,
MM dan Marten Apuy;,

Berita Acara Nomor: 83/BA/IX/2014 tanggal 18
September 2014 tentang Penggantian Calon Terpilih
Anggota DPR RI.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN KEDUA  ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR : 416/KPTS/KPU/TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2014.

Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat atas nama H. TONO BAHTIAR, SP dari
PDI Perjuangan daerah pemilihan Jawa Barat VII yang
meninggal dunia, digantikan oleh calon yang memperoleh
suara terbanyak berikutnya atas nama DANIEL LUMBAN
TOBING.



KEDUA:

KETIGA:

KEEMPAT:

Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat atas nama Ir. MARTEN APUY, M.Si dari
PDI Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Timur yang
tidak lagi memenuhi syarat Anggota DPR, digantikan oleh
calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya atas
nama AWANG FERDIAN HIDAYAT, MM.

Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana
dimaksud diktum PERTAMA dan diktum KEDUA dituangkan
dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1% September 2014

KETUA
ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
7~ Kepala Biro Hukum

P _/Nur'Syarifah
g /o
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